" H. Anton Djawamaku'

ituasi hukum dalam kebidupan kese-
har:an di Indonesm memben gambar—
an yang sangat ‘buram. Kesan ini
' ferutama mengenai ‘hukum dalam prakiek,

yaita hukum yang dijalankan’ senap ‘hari

oleh haknn _jaksa, ‘polisi, pembeia ‘dan
pegawa: pemenmah pada umumnya Jadi
yang ditekankan adalah hukum Tiil, yakm
proses ‘hukum yang dialami oleh mer ka
yang harus berurusan dengan hukum o

agai sm:sme terhadap praktek hu-
kum ini' telah sering kali dilontarkan orang,
diantaranya' "KUHP” dianggap “kasih“uang
habis perkara ; ‘demikian’ juga 1su—xsu ne-
gatif seperti “mafia peradilan” dan “ko-
mersialisasi jabatan” Bahkan tindakan ke-
kerasan Jjuga’ pemah terjadx antara lain
berupa pengrusakan. kantor LBH dan_pe-
mkarnan _terhadap h_akim‘ Terdapat i;esan

' Wan@gz@&&g&l mxm Pengadilen-Meger

sangat rawet, ‘dan suht diatasi. Seolah-olah

hukum tidak dapat“lagi menjadi sarana”

untuk mewu_]udkan Tasa, keadﬂan dan’ ke-
pasuan hukmn e

Sebagal hasil ciptaan manusia, hul
tentu memptmyal batas-batas kemampuan

Tuhsan ini akan membahas batas-batgs'

kemampuan hukum itu dengan’ menyoroti
dua“hal pokok. Pertama, pembahasan me-
ngenai politik hukum nasional, ‘oleh karena
politik hukum merupakan refleksi dari
kecendenmgan “dominan pohtlk ‘nasional
yang scdang berlangsung dan sekaligus
memberi corak pada produk-produk hukum
vang dibuat. Dalam hal ini batas-batas hu-
kum sebenarnya sejak awal sudah diten-
tukan oleh proses politik yang ada. Kedua,
berkaitan dengan hal -periama akan’ diang-
kat masalah klasik vaitu ‘problematik ‘ke-
pastian hukum dan tuntutan keadilan, Hasil
ketegangan antara kedua hal terscbut meru-

umum - yang sangat kuat bahwa bxdang'-
hukum merupakan salah sam bidang ‘yang

Rutenp ditikam dengan senjata tajam dan kantor Pe-
ngadilan MNeger: dirusak oleh’ puluhan penduduk yang
dinyatakan - kalah . oleh ~putusan kasasi Mahkamah
Aguong -dalam perkera sengketa tanah: Kompas, 5 Mei

1991, Tanggal O Mei 1951 kantor LBH Yogya diru-
sak olek beberapa orang yang tak dikenal. Kompm
10 Mei 1991,
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pakan batas optimal yang dapat dicapal
oleh hokum pada suatu saat.

Ketergantungan Hukum Pada Proses
Politik

kum nasional adalah suatu kebljaksanaan

‘untuk menentukan kaidah-kaidah' hukim -

vang berlaku sesuai dengan ideologi nega-
- 1a.--vang-dianut. - Jadi - politik - hukum  me-
nentukan arah, bentuk maupun isi hukum

yang akan dibentuk. Hal im umumnya °

tampak dalam pernyataan kehendak pe-
nguasa negara mengenai hukum yang ber-
laku di wilayahnya dan mengenai arah ke
mana hukum hendak dikembangkan.? Se-
“dang tujuan politik hukum pada dasarnya
mencakup. tiga hal. Pertama, menjamin ke-
adilan’ dalam masyarakat. Kedua, mencip-
takan ketemraman hidup. dengan memeli-
hara kepasnan hukum _Kepagtian hukum
bexkaltan dengan efehmitas _hukum dan
terjamin hanya bila negara mempunym
sarana-sarana yang memadai untuk memas-
tikan berlakunya peraturan-peraturan yang
ada, Dalam, hal ini_aparat penegak huknm
memamkan peranan penting. Ketzga me-
wujudkan kegunaan dengan menangam ke-
pentmgan«-kepenungan yang nyata dalam
kehidupan bersama secara konkret.’ 2

_ Dengan terbentuknya Negara RI berda—
sarkan Prok]amasz 17 Agustus 1945, mun-
cul ._.keharusan untuk membemuk suatu

" "2Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan
Sejargh (Yogyakana: Kanisivs, 1088), 159. Lihat juga
Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas
Huylkum (Jakarta: - Ghalia Indonesia, 11986), 99. Teukn
Mohammad Radhie, "Pembaharuan & Politik Hukum
Dalam Rengka Pembangunan Nasional”, Prisma, 1,
no. 6 (Desember 1073): 4, S

ANALISIS CSIS, 1991.5

sistem hukum bare yang sesual dengan
cita-cita proklamasi itu. Ini tercermin da-
lam penjelasan UUD 1945 yang menegas-

‘kan bahwa “Indonesia ialah negara yang

berdasar atas hukum (rechisstaat) dan Pe-
merintahan berdasar, atas sistem konstitusi

“+(hukum dasar)”; Sistem konstitusional bia-

sanya.merupakan “pasangan logis” akibat

¢ dianutnya wawasan Negara Hukum, Kons-

titusionalisme adalah wawasan yang mem-
batasi tindakan pemeriniah dalam melaku-
kan mgas-tugasnya, sesuai dengan keienju-
an “konstiusi  yang berlaku.* Dengan
demikian aliran pikiran di dalam UUD
1945 menghendaki supremasi huokum di
dalam negara RIF MNegara hukum yang
dicita-citakan bukanlah sekedar negara
vang berlandaskan sembarang hukum, me-
lainkan negara yang dilandaskan pada hu-
kum yang adil (fust law) dan didasarkan
pada keadilan bagi seluruh rakyar®

Mesklpun demlkian pembangunan sua{u
sistem hukum bamn it tidak d1laksanakan
dalam suatu kekosongan hukum di magya-
rakat, Aturan _Perahhan Pasal II UUD 1945
menemukan “Segala badan negara dan
peramran yang ada. mamh langsnng ber-
laku, selama belum diadakan yang bam
menurut Undang—undang Dasar ini”. Jadi
pembenmkan suam sistem hukum baru i
tidak merupakan suatu usaha yang berdiri
sendiri, juga tidak semata-mata dilakukan
karena hukum yang ada d;rasakan km'ang
memadax lagi unmk mengatur kehidupan
masyarakat, melainkan karena masyarakat
Indonesia secara keseluruhan  sedang

4A, Hamid §. Attamimi, "Materi Muatan Per-
aturan Perundang-undzngan,” Hukem dan Pemba-
ngunan, 1X, no. 3 (Mei’ 1979) 284.

SSoepomo dalam H. Moh. Yamin, Naskah Per-

*Iheo Huijbers, Filsafor Hukum (Yogyakaria:
Kanising, 1990), 116-118. Lihat juga S. Tasrif, Me-
nregakkan Rule of Law Dibawah Orde Baru, Jilid |
(Jakasta: Peradin, 1971): 18.

stapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid T (Jakaria:
ngumang, 1971y 3120

SSatjipto Rahardjo, "Pembangunan Kualitas Ma-
nusia dan Masyarakat dalam Lmu Hukem”, Analisis
CSI5, XX, no. 1 (Jenvari-Pebruar: 1991): 20-23.




terus bergerak dan ‘berubah — tidak hanya
teriuju pada aturan atau substansi hukum,
:tetapx juga padd struuur atau kelembagaan

nyax banyak kesamaan"'dengan smem hu~
Jum kolomal Belanda Akan tetapx saspem

_yang berlaku bag1 penduduk pribunn dan
_Hukum Tslam yang berlaku bagl pril uml
yang, bf*ragama Islam; dan (3) hukum yang
secara khiisus dxcxptakan ‘untuk penduduk
pnburm mxsalnya Hukum Perkawman un-
‘tak’ penduduk Indonesia vang berdgama
Kristen.®

7Sa131pt0 Rahaxdjo, ”I’embm:uman_ Hukum Perdata
_untuk Pcmbangunan Masya:akat - cc:ramah pada
Slmposmm “Pembaharoan ‘Hukiim Pcrdala ‘Nasional

f.antar ___]aks_a dan haklm yan
'mcn'angkut masaiah ‘prestise’ dan’ stat

sebenarnya

Isu-isu yang dilontarkan adalah tema-terna

: yang berkaztan dengan cita: negara. hukum,

seperti- kesamaan “kedndukan:: di: dcpdn
hukum' ‘dan. pemermtahan serta lcebebasan :
kekuasaan kehakiman.: Sementara titu- ter:
jadi - per{entangan .antaray pxhak kepolisian.
dan jaksa, juga menyangkut masalah presw'?
tise “dan ‘gtalus; Yang: dlpcrseljsmkan ada:-
lah:pembagian: kekuasaan substantif-antara
kedua: pthak ;tersebut.: Para.-pihak yang
bertikai® [ tampaknya™ berusaha’ untuk
mempercbutkan kedudukan -yang berkiiasa,
terhormat dan menguntungkan dalam nega-
1a. yang: baru merdeka.® Temyaia berbagai
perientangan -itw tidak - segera ‘dapat’di-
selesaikan, karena 'negara: RI memasukl
kancah’ perang kemerdekaan

Segera seiciah pengakuan kedaulatan,
RI: memasuki fase “baru=:dibawah ~TUD
Sementara - 1950.:-:Konstitugi: ini. dibentuk
atas-semangat dan” suasana-kejiwaansyang
berlainan :denigan apavang dialami ‘UUD
1945. - 1a mengemban :faham “demokrasi
diberal:Dalam - konstitusi .ini memang:di-
tetapkan “bahiwa- Indonesia adalah' negara
hukum yang demokratis, tetapi-acuan uia-
manya adalah konsep negara hukum liberal
di Barat.: UUDS 1930 memuat :pasal-pasal
mengenai ~hak-hak dan kebebasan dasar
manusia -secara’ lenglkap.! Faham ‘kodifikasi
dan legxsme mendapai tempat yang utama.

AT, dacp]wmmh R?HN rh Yngunlmﬁn
Lahun 1981,

- Bp: Sub&ktl. Law in Ina‘ones:a (}akarta :C8i8,
1982} 6.7,

9Dan16i S. Lev Hukum a'an Pol:m’c da Indoneua
terj. dan ed. Nirwono dan AE E’nyono (}akana
LP3ES, 1990}, 33-76. e




"4

-Iuga “diténtukan bahwa perbedaan dalam
" kebutuhan ' hukum - golongan rakyat: akan
'dxperhaiikan_ Derigan - demikian : “kemaje-
‘muikan-h kizm bagl Iakyat Indonesra tems

' 'diiestankan

alam kehldupan poimi( ekspenmen
-.-_demokra31 hberal telah merangsang perten-
'tangan ldeologx golongan ‘menjadi- sangat
-runyam .._Kabmet punssilib-berganti dalam
usia ‘yang' sangat- smgkat :Kerasnya ke-
p@ntmgan -golongan ielah ! menyebabkan
terjadmya ‘berbagai penyelewengan dan hal
ini: jelas: mengancam kedudukan hukum
dalam -masyarakat; - Menurut-Lev;: periode
ini: ditandai‘oleh kemerosotan  hukum for-
maliisebagai  kelanjutan - meluasnya ke-
giatan politik 'dan:sistem kepartaian: ber-
dasarkan-ideologi vang. melahirkan sejum-
fah:konflik. Dampak konflik yang merupa-
kan. ciri-bekerjanya sistem politik: tersebut
terasa hampir:pada semua bidang kehidup-
an. Proses hukum dengan segala dayaguna-
nya:antuk ‘menyelesaikan. sengketa furun,
sciring: dengan mengedepannya. proses. po-
litik :serta segenap -kerangka normatifnya.
Ini-terjadi karena ‘memang semua ‘sumber
daya yang ada:dimobilisasi oleh kubu yang
salmg bersamg pada waktu i1

Dalam sitnast demxklan Jeias udak me-
mungkmkan para pemimpin nasional mela-
kukan' perombakan -hokum secara berarti.
‘Barangkali faktor yang lebib penting lagi
adalah ‘bahwa para pengemban hukum ter-

masuk dalam golongan.¢lite nasional atau

iokal. Mereka tunduk pada pengaruh ideo-
logi-ideologi - golongan yang sama dengan
ideologi - yang mempengaruhi- kaum elite
{ainnya. Demikian juga pertentangan antara
haldm dan jaksa, dan antara jaksa denmgan
kepolisian ~yang berlanjut- dalam periode
itu, semakin dirangsang oleh perientangan

“+:  ANALISIS CSIS, 199135

bagai - akibat -dari pertentangan :.antara
hakim -dan jaksa, timbul usaha-usaha untuk
mengubah prosedur pidana dan kekuasaan
kehakiman -yang ‘memberi: gambaran yang
jelas ientang proses perubahan hukum pada
kedua bidang bersangkutan Makna pen-
ungnya pembahan tersebut mencakup pﬁ:—_
ranan sistem perad:lan d1 Indones;a sesu-
dah’ merdeka sebagai upaya untuk mewi-
judkan cua«cxta negara hukum. Sedang an
perientangan antara jaksa dan’ kepohsian
juga menenukan pemecahan sementara
pada penetapan pembahan hukum yang
mcnyangkut kedudukan, iugas dan’ wewe-
nangnya. masmg-masmg d; kemudlan ha-
A

Pada tahun 1959 terjadi perubahan
besar dalam ketatanegaraan kita dengan
berlaku kembali UUD 1945. Sejak saat itu
desakan uniuk’ membemuk suatu  sistem
hukum nasional semakin meningkat, ter-
utama seielah arus pohuk baru bergulir di
bawah semboyan “nation and characier
bualdmg Perhauan laiu diarahkan kepada
UUD 19645 sebagal dasarnya. Usaha itu
sampai pada suatu pandangan bahwa hu-
kum adat hanis menjiwai pembentukan
sistem hukum nasional yang sesuai dengan
kepribadian bangsa. Pikiran ini kemudian
d;perkokoh di dalam Ketetapan MPRS No
II/1960 yang menegaskan ‘bahwa prlnSlp—
prinsip penyusunan hukum nasional harus
sesuai dengan arah polmk negara dan
beriandaskan pada Hukum Adat. Uniuk
melaksanakan tujuan ini diresmikan Lem-
baga Pembinaan Hukum Nasional dengan

Uihid., 33-76. Untuk Kekuasaan Kehakiman
sekarang ini berlake UU Ne.14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
LNRI Tzhun 1970 No. 74 dan TLNRI No.2951; bagi
Kejaksaan berlaku UU No.3 Tahen 1991 ientang

g} 3 M %{:T b 1 A ) h] b
B G S T S VAR e AR YW e R U T T U TR 5 C

1o55id. 133,

Kejaksaan; sedang bagi Kepolisian masih berdaku UL
Mo, 13 Tahun 1961 tentang Ketentnan-ketentuan
Pokok Kepolisian Nepara, LMRI Tzhun 1961 No. 245
dan TLHRI Mo, 2285,




BATAS-BATAS KEMAMPUAN HUKUM

hukum tanah yang telah iama ber_aku dx
dalam. masyarakat kita. Aiasan pemakaian
hukum adal_tentang tanah sebagai dasar
I—Iukum Agrana Nasmnai antara Jain
Tena st hana dan men_]axmn kepasu:m
hukum, bag1 selumh rakyat, selain Bl
karena hukum agraria nasional harus me-
wujudkan. penjelmaan. Pancasila di.dalam
Pembukaan UUD 1945, Kendanpun ma-
sih, banyak kekurangan yang harus segera
dxbenah: Menteri .. Kehaerman Mochtar
Kusuma Aimadja pada tahun 1977, menya-
takan .bahwa UUPA . adalah produk.legis-
latif, pertama di bidang hukum materiil. dan
dianggap sebagai pembuka jalan  menuju
pembaharuan ‘huknm perdata nagional.: -

Peranan Bung Karno dalam. penode 1n1
semakm domman t_e_mtama -setelah | -_i_a

leoh Koesnoe, Ca!azan~cararan Ierhadap
Hukum Adar Dewasa Ini’ (Surabaya Airlangga
Umversny Press, 1979), 1. Lihat juga MA. Jaspan
"Mencari - Hukom *Barw:  Sinkretisme  Hulum di
Indonesia ‘yang -Membingungkan”, dalam” Mulyana
W.Kusumah dan.Paul S.Baut (ed), Hukum, Politik
dan Perubahan Sosial (Jakarta: Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia, 1988), 250-251.

Dperiksa UU No. 5 Tahun 1960 tentang
“Perauran Dasar Pokok-pokok Agraria. LNRI Tahun
19‘3{} No 104 dan TLNRI No 2043

'."pidawnya bahwa ”dengan ah

: Keiua Mahkamah Agﬁng sebagazpanggo_t_ -

membungkem para sarjana hukum dalam'-

Kabmemya Bahkan ja bertindal: lebit Jaﬁh
dengan menuntut hak untuk campur tangan
pada setiap tahap proses peradilan. da.l'__m
undang- -undang mengenai. Qrganisasi- Deras.
dilan ..yang ::baru.'s. ‘Sebagai pembcnaran
terhadap . berbagai kebuaksanaan it
kembangkan pula ajaran revolusioner me
ngenal: hukum. Ajaran ini menolak faham
legisme. yang sangat kaku- berpegang:pada
segi-segi yuridis . formal dan menghendaki
agar hukum dlperiakukan secara revolusio-
ner, yang pada waktu itu diartikan sebagai
menjebol dan membangun 2 Dengan. dem1~
kian, hukum dengan seluruh pranatanya
tunduk kepada kepentingan politik. Bahkan
‘penonjolan fungsi instrumental hukum se-
bagai- sarana - kekuasaan politik . dominan
lebih ierasa dlbandmgkan dengan fung51—
foangsi. lain.

a3 Séjak tahﬁn—ta}iuh pem’mlazin Orde-.B:a_rﬁ
terlihat  gejala -mulai pulihnya peranan
hukum yang lebih sesuai dengan cita-Ne-

13Hal ini dikemukakan dalam sambutannya - pada
pembukaan Kongres Persahi tanggal 26 Nopember
1961. Uraian lengkapnya dapat dibaca dalam FHukum
dan. Masyarakai, Momor. Kongrcs i (Djakana Djam-
batan, 1962).

167 jhat pasal 19 UU No. 19 “Tshun 1964 sentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

“le\.’ltlp dari H. Abdurrahman, Perkembangan
Pemikiran tentang Pembinaan Hulum Nasional di
Indonesia (Jakana: Cv. Akadcm:ka I“rcssmdo
1980), 44]

LR Tahon 1965 N6, "T07 dan TLNKEI No. 2659,

YRoeslan Abdulgani, Hukum dalam Revolusi dan
Revolusi dalam Hukum (Jakarta: BP. Prapantia, tanpa
tzhun).
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‘gara ‘Hukum' dalam -UUD’ 1945.%8 “Dalam
-perkembangan seianjumya para pemlmpm

‘sebagal pranata ‘otonom’ dapat pala men-
'pakan pembatas ‘kekuasaan sewenang-
wenang. “Ketiga, hukum dapat didayaguna-
kan'sebagai sarana untuk mendukung dan
'mexadorong perubahan sosial - ekonomi.?
Upaya® uniuk mewujudkan ‘ketiga :dimensi
peranan * hukwmn terscbut 'dilandasi oleh
‘Pancasila “dan’ UUD ‘1945 “serta” GBHNM,
‘GBHN inilah ‘yang menjadi pédoman bagi
pelaksanaan’ politik “hukum ‘nasional dari
Pelita ke’ Pelita; baik' dalam arli pembina-
an,’ pembentukan Taupun penegakan dan
peiaksanaan hukum nasxonai iR

Onemam pohnk Orde Baru memben
tekanan ‘itama kepada terciptanya stabilitag
‘sebagai’ kondisi yang memungkinkan pe-
laksanaan ‘pembangunan dalam segala bi-
dang dengan prioritas pada pembangunan
ekonomi. Sesunai dengan orientasi ini te-
kanan dalam pembuatan -hukum lebih di-
arahkan ‘Kepada terciptanya ~keteriiban
{order) ‘bukan ‘keadilan. Alkibatnya, hnkum
sering membunuh kebebasan yang muncul
ke permukaan. Dalam tingkat pelaksanaan
{penegakan hukom) tekanan yang berlebih-
an terhadaprketertiban&ni juga ‘sering “di-

15FH & YIPE Ul Indonesia Negara * Hukum.
Seminar Ketatanegaraan UUD 1945 dan Simposium
Kebangkitan Semangat 66: Menjelajah Tracee Baru
(Jakarta: PT Seruling Masa, 1966). Lihat juga S.

T ANALISIS CS18,199155

salahgunakan® Dalam “Pelita 0T terjadi
pergeseran orientasi. Trilogi pembangunan
yang men;adt fandasan kebijaksanaan-seca-
ra berurut adalah pemerataan, pertumbuhan
ekonomi ddn stabilitas. ‘Ketiga unsur ter-
sebut harus dﬁcembangkan ‘'sécara ‘serasi
agar” saimg memperkuat. Salah satu pro=
graminya “adaldh: pemeraiaan keadilan i
bidang’ hukum “Hal"ini“berarti bahwa’ THes- -
kipun program’ tersebut’ merupakan sasaran
utama dalam Pelita A0, naninn aspek-aspek
periumbuhan ekonomi dan siabilitas politik
tetap pula menjadi titik tolak-dari strategj
pembangunan hukum. Ini berarti pula S8
lyruh pranata politik, ekonomi dan hukum
yang dlanggap tepat untuk menunjang per-
tumbuhan ekonomi dan siabilitas po!mk
harus 1erus dmngkatkan peranannya &\

* Dalam proses perkembangan hukum na-
sional, tidak semua kaidah-kaidah hukum
baru bertentangan dengan kaidah-kaidah
hukum  lamal-Sebab dalam membina
masyarakat * - Indonesia - selals  dapat
diketemukan Syarai-syarat dan nilai-nilai
yang “haras  dilestarikan sesnai dengan
kebutuhan "masyafakat Ada kaidah-kaidah
hukom © adat © vang  secara  diametral
beitentangan ~ dengan - hukum  baru
karenanya harus ditinggalkan. Ada kaidah-
kaidah hukum nasional yang berakar pada
hukum adat atau bahkan memperkuas
hukum adat. Demikian pula fidak semua
kaidah<kaidah hukum nasional harus dan
akan bertentangan. dengan kaidah-kaidah
hukumn ;- kolonial, Digamping ite
pembentukan - holum- nasional  harus
memperhatikan  perkembangan  “hukum
internasional”, guna melayani kebutuhan-

2wy, Mulya Lubis, "Politik Hukum di Dunia

Ketiga: Studi Kasus Indonesia”, dalam Bantuan
Linkam.dan. Kemickinan..Sirukiural flakara: LBIES,

EREAR e

Baru, Jilid 1 (Jakara: Peradin, 1971).

Bagulyana W. Kusumah, Perspekiif, Teori dan
Kebijaksanaan Hubum {Jakanta: CV. Rajawali, 1986),
20-21.

Y Menegallens Rasla. of Lot ibasants .. 2xds

1986), 124-125.

2abdul Hakim G, Nusantara, Politik Hukum
Indonesic  {Jakama: Yayasan Lembaga = Banivan
Huksm Indonesia, 1988), 39-40.




kembangan_ Ay maszh pada mhap yang
elcmentcr 3 yaim menggaiang suatu_keadaan
yang eftibi'; Pada’:tehap. ini penyeleng-
garaan hukum masxh lebih kepada format
formalnya, .yaitn. membangun hukum . dari
permulaan. Kebutshan -untuk: memben AAsi
kualitaiif juga sudah mulm muncul, kendau
orang ‘masih disibukkan : dengan. memba-
ngun : suam, format . formal : tersebut. Di-
antaranya: . (1) membangun. kelembagaan
hukum, seperti pengadilan, kejaksaan; (2)
menata supra dan infrastrakior sesuval de-
ngan UUD 1945;.(3) membangun: kepatuh-
anikepada :perundang-undangan,. seperti
penyuluhan-penyuluhan::-Dalam  tahap ini
peranan -pemerintahs memang:javh <lebih
besar - daripada ~masyarakat.! :Keseluruhan
perkembangan « hukum  yang - sedang
kita . alami .ini, -apakah::disebut - “hukum
birokratik’ . seperti :<dikemukakan .. Unger
(1976):-atau. “hukum : represif”? menurut
MNonet rdan: Selznick (1978), sebenarnya
hanyalah-suatu tahap Jderieniu dari perkem-
bangan - hukum - vang .-akan dnkuu .0leh
perkembangan seianjumya .

'-uSunaryati-Haﬁunq, ”'Pe:rsp'ektif Politik Hukum
Nasional, ::Sebuah - Pemikiran™; 'dalam - Fukum dan
Pembangunan, ¥, no. 5 (September 1980): 472-474.

'Denwém ' “demikian. dalam masa O

GBHN diciutkan sedemilian. mpa hzngga"-
menjadi- subbagxan dari. :bidang -pemba-
ngunan politik dalam arti luas. Scolah-olah
masaiah pembangunan:-hukum - hanya men-
jadi-urusan. Departemen’ Kehakiman. Sebe- .
Tum. SU MPR 1988, ‘Persahi: menarik . per-
hauan masyarakat ciengan :melontarkan

bangunan hukum naszonal Gagasz_m_ _u:u

+ bersifat menyeluruh dan berakibat terhadap

penyempurnaan: struktur . GBHN agar .per-
hatian terhadap pembangunan hukum na-
sional lebih proporsional® Akan tetapi
GBHN: yang. dihasilkan: oleh::SU~« MER
tersebut- fernyata’ kembali - tampﬂ dengan
format sepern sebeiumnya

?mbiematnk Kepastzan Hukum
dan Keadnlan iV o

_ Fungsz pokok hukum ddalah unmk
mengatur © hubungan antar mdnusm dan
hubungan  antara manusm dengan negara
agar segala sesuatunya berjalan dengan
lertib. Oleh karena ity tnjuan hukum ada—
lah mencapai kedamaian dengan mewujud-
kan kepastian dan keadilan serta kegunaan
di dalam masyara}(dt Berdasarkan pertim-
bangan tentang fungsi hukum tersebut,
dapa£ ditarik suatu _kesimpulan: hukum
secara hakzkz harus pasu (dan ddri Pasu

BSatjipto  Rahardjo, "Meningkatkan Kepastian
Huokum' dalam ‘Rangka Pelaksanaan Keadilan Berda-
sarkan }"ancaszla Fukum don Pembangurzan, KV,
nd. 6 (Desember.1988):.534-335, :

2“Komisi Ad Hoc Persahi, Kerangka Landasen
Pembangunon Hukum (Jekana: Pustaka Sinar Harap-
an, 1989), . :
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sebagai  pedoman kelakuan:dan adil karena
pedoman ‘kelakuan4ta “harus” ménunjang
suatn | tatan_an yang “dinilai wajar.‘Apabila
“bersifat “'adil - ddn dilaksanakan “dengan
pasti, hukum akan menjalankan fuigsinya.
Maka kepastian® dan ‘keadilan’ bukanlah
- sekedar ‘tintitan ‘moral, melainkan’ secéra
fakinal méncirikan hukuni. Suatw hukim
yang ‘tidak - pasn dan - tiddk' adil' ‘bukan
sekadar ‘mikum yang ‘jelek, ‘meldinkan bu-
kan hukum’ sama sckali®:Dengan perkata-
anlain, 'sistem’ hikum ‘menunjukkan mak-
nanya sejauh mewu_}udkdn keadilan

.Tad1 prasyarat pertamaagar: hukum da—
patberfungsi-adalah kepastiannya. Kepasti-
an-hukum  pertama-tama ‘adalah kepastian
dalam pelaksanaannya. Yang - dimaksud
ialah ‘bahwa hukum yang tésmi diper-
undangkan ‘dilaksanakan dengan pasti:oleh
negara. Kepastian “hukom: berarti -bahwa
setiap ‘orang dapat menuntut agar hukum
dilaksanakan “dan - tunfutan :itu - past- di-
penuhi,-dan bahwa setiap pelanggaran
hukum akan ‘ditindak.dan dikepakan-sanksi
menurut Chokum juga. - Di - sind  termasuk

bahiwa alat-alat negara>dalam. menjamin-

pelaksanaan huokum bertindak sesuai de-
ngan. norma-norma  hukumn . sendirk,. Juga
termasuk bghwa pengadilan mengambﬂ ke-
putusan mehuls berdasarkan penilaian ter-
hadap status hukum masalah yang diper-
karakan dan. tidak menurut, kepentingan-
kepcn{mgan plhak—pmak tertentu.  Maka
keputusan . pengadilan harus bebas dari
berbagai. pengaruh kekuasaan politik mau-
pun uang,

Mengenax kekuasaan kehaknnan yang
bebas, UUD 1945 mengaturnya di dalam
pasal 24 dan 23. Dari penjelasan mengenai
kedua pasal tersebut dikciahui ada dua
prinsip vang harus dipegang teguh, vaitu:

CANALISIS CS15. 19915

dari’pengaruh kekuasaan pemerintahdan
(b) bahwa kedudukan hakim bukan sekeday
digtur dengant undang-undang,; ‘melainkarni
bahwa undang~undang menjamin keduduk -
an hakim vyang ‘menunjang kekuasaan ke
hakiman “yangbebas’ dari ‘pengaruh ‘kekua=
saan - 1:xernerzmah25 Akan: Letapl konsensag
politikyang dicapai $aat ini justru mem:
bagi * Kewenangan “administratif - lembaga
peradilan ‘berada ‘dibawah Departemen Ke-
hakiman, ‘sedangkan ‘Mahkamali' Agung
hanya memiliki' kewenangan yuridis. Kon-
dist ini memperlemah posisi hakim dari
dua segi.’ Kaldu’ pengawasan ‘Departemen
Kehakiman dan ‘Mahkamah "Agung sung-
guh-sungguh” dilakukan secara fungsional,
akibatnya kebebasan hakim dalam menja-
tuhkan keputusan akan semakin berkurang:
Sebaliknya, lemahnya pengawasan ‘kedua
lembaga tersecbut dapat menycbabkan ha-
kim terlalu - bebas  dalam :menjatuhkan
keputusan. Krisis hukum dan  keadilan
vang disinyalir pada awal tulisan ini kira-
nya juga bersumber dari kondisi kekuasaan
kehakxman sepr;:ru it ]

Selanjuinya, agar hukum dapat chlaksa~
nakan dengan pasti; hukum ita sendiri
harus jelas. Dalam hal -ini: para.ahli ber-
bicara ‘tentang kepasiian orientasi.” Jadi
kepastian pelaksanaan mengandaikan ke-
pastian orientasi. Hukum harus sedemikian
jelas ‘schingga masyarakat dan para pene-
gak hukum'dapat berpedoman padanya. Itu
berarii setiap istilah dalam hukum harus
dirumuskan dengan jelas dan tegas se-
hingga tidak menimbulkan keragun-ragoan
tentang tindakan apa yang. dimaksud. Be-
gitu pula aturan-aturan hukum harus di-
rumuskan dengan ketat dan singkat agar
baik ‘keputusan administratiil maupun da-
fam perkara pengadilan, tidak dapat menu-

(a) bahwa kekuasaan peradilan harus bebas

DErans Magnis Suseno, Enika Politit (Jakarta: PT
Gramediz, 1988), 79.

%Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Inde-

nesia (Jakarta: IN-DHILL-CO, 1980}, 82.

#¥ranz Magnis Suseno, op.cit, ‘80,
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'rut afs;ran'-sﬁbyektzf dan selera pnbadz_. .

o _ ng -harug saling{-_-j /
'kalt—mengalt dan beronemam ke depan

agar masyarakat dapat menbuat rencana

ke masa . ‘yang akan datang Bchiu pulzy‘.E
-.undang—undang seharusnya ndak -dibnat.
-saling’ ‘bertentangan. Di sini’ _3uga termasuk:

‘wntutan bahwa dalam undang~undang pi-
dana'harus herlaku agas: "Nullum’ dehcmm
ulla poena sine’pracvia’ lege poenah” Jadi
unda.ug-undang pldana tak pernah boieh
berftaku__ surui. '

__S;fa{ hakﬂq hukum yang ked_ua__adalah
keadilan, onsepm keadilan. di mana pun
berakar pada kond:s: masyaraka[ yang di-
mgmkan Lazunnya konsepsi ini. dinyata-
kan dengan tegas manakala .orang dihadap-
kan pada_ situasi ketldakadilan Konsepsi
ini. dapat dlbagl secara anailtxs ke daiam
unsur-unsur. yang. bersxfat prosedurai “dan
substannf . Unsur _yang. pertama; ‘berkait
dengan . gaya sistem . hukum;. “the Rule. of
Law?”. dan ., ”Negara Hukum (rechtstaat)
adalah konsep-konsep prosedural Keadilan
substamzf berkaif, untuk sebagsan dengan
apa. yang dewasa ini_disebut ’hak-hak
sosial”; (soczal nghts) dan memben corak
terihadap tata politik -dan tata ckonomi
dalam masyarakat. I—Iubungan antara kon-
sep prosedural .dan konsep substantif -ke-
adilan terletak dalam asas-asas keabsahan

masya;akat »

*Maksud dari asas tersebut. adaleh bahwa -tiada

keadilan. substanuf lambang vang' dap
'dnerjemahkan ‘dan: pada :masa - dalu:;

béﬁca uman: parkataan tersebut memb:
konotasi - perlindungan- patemahstls Lam-
bang Anis pada mulanya ‘adalab 1arnb'

mang dnerjemahkan ke dalam kerangka
sosialis ' yang modern.: - Selain ditu: lambang -~
ini secara erat’ dlkaltkan tidak dengan: alat
perlengkapan - khusus” untuk ¢ mencapai-
keadilan melainkan ‘dengan penguasa. Pada .
akhirnya:lambang ini-kurang : berkait ‘de-
ngan kasus bila dibanding dalam kaitannya

dengan  orang; ‘pohon beringin: berdiri ' di
depan tkraton,: menawarkan : perhndungan :
kepada:rakyat kecil dalam’ kerajaan, Po_hon. -
beringin ‘adalah: gambaran nilai-nilai ‘tra-.

disional - yang--sangat " tepat, +tetapi tidak

menggambarkan - kenyataan yang berkait

dengan 1<:eadzlamEli b el e

Pancasxla sesungguhnya sarat : dengan
nilai-nilai keadilan. Sila keadilan sosial se=
bagai landasan «dan tujuan hidup bernegara
harus diupayakan-tanpa mengabaikan ‘tunz
tutan “keadilan individual yang ditegaskan
dalam sila. kemanusiaan yang adil-'dan
beradab. Sila persatuan Indonesia menuntut
perlindungan scluruh rakyat dan tidak
menghendaki - adanya ’ diskriminasi - yang
tidak wajar. - Demokrasi ' yang menjadi
esensi “sila “keempat akan: mencerminkan
keadilan, kalau dari tahap perencanaan
hingga peiaksanaan melibatkan rakyat

hukuman dapat dijatubkan atag suatu perbuatan, tanpa
purbuaraﬁ ity sebelumnya dm,tapican sebagax tindak
pidana éa._i_a_.r_n suatu undang-undang.

PDaniel 8. Lev, op.cit., 176-177, -

30 fhar chuiuszm Mentcn Kehakiman, 6 Dcscm—
ber 1960, TLNRI Mo. 2349,

MPaniel S.Lev, op.cit,, 179,
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melahui:para-wakilnya: yang dipilih secara
‘adil: Semuanya itu: harus - selaras “dengan
nilai-nilai ‘keadilan-yang -dipersepsikan dari
sila’ Ketuhanan Aang ‘Maha "Esa.  Dalam
hubungan dengan UUD 1945 Padmo ‘Wah:
yono' mengetengahkan: keadilan dan::arti
“hukum, keadilan sdan: fungsi: hukum,: ke-
adila ff'dan hak:serta kewajiban: berdasarkan
hukom, kc_a_dﬂan dan tatanan kehidupan
bersama; keadilan - dan'siklus - kehidupan
hukum,-‘keadilan.’dan: lembaga- peradilan,
keadilan -dan’ keteriiban, -keadilan :dan
kesejahieraan; - keadilan - dan - kesadaran
hu}mm?'serta keadxlan dan keju_;uran LU IR

Dengan dermklan keadzlan mempunym
kedudukan sentraldalam - sistern -hukum
yang.: berdasarkan Pancasila. Analisis ke-
adilan . yang .membedakan -antara keadilan
prosedural ' dan: keadilan -substantif dapat
ditelusuri :pula. dalam - UUD - 1945 yang
menjadi=dasar:: hukum tkita: -Dalam cari
formal atan. prosedural;. keadilan menuntut
bahwa hukum  berlaku'-umum, . Pasal - 27
ayat (1)-UUD 1945 ‘menegaskan: ¥Segala
warga negara bersamaan kedudukannya-di
dalam’hukum dan pemeriniaban dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintghan ity
dengan tidak ada kecualinya”. Sedangkan
dalam arti material atau substantif, keadii-
an: ‘menuntuti agar - hukum - dilaksanakan
-sespai- dengan cita-cita ‘keadilan. dalam
masyarakat. Adanya pengakuan dan peng-
hargaan terhadap: hak-hak asasi.manusia
dalam - UUD 1945 dan perundang-undangan
kita-menunjuk kepada keadilan subsiantif.?>

- Tuntutan - keadilan . prosedural -~ bahwa
hukum: berlaku - umum, menurut F.R.
Bohtlingk mengandung berbagai konseku-
enSi yakm (a} “umum” ite dapat berhn-

32Padmo Wah_)ono. op.cit., 74 90.
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bungan dengan lingkup ruang berlakunya
dalam arti ‘berlaku di ‘mana-mana; «(b)
“umum”: ity - dapat-berhubungan idengan
lmgkup wakitu cdalam carti berlaku terug.
menerus; “tanpa- 'maksud - terlebih: idahale
akzm.-z.'mengubah atau:: menariknya; -« ey
“umum”:itu berhubungan dengan subyek:
hukum:yang:terkena. norma hukum icrses
but;:yakni :tidak -boleh ‘bersifat- individual:
karena kebenaran, demikien juga undange
undang, ‘berlaku untuk semua orang; (d).
“wmum” itn akhimya berhubungan dengan
fakta dari-hukum tersebut, harus merupa-
kan-fakta yang selalu ‘garn dl mana-mana
dapat temlang e SHE

Dengan hukum berlaku wnam bukan
dlmaksqdkan bahwa . hukum . i. Se_iuruh_
dunia sama. saja, atau bahwa bukum tidak
mengenal kekecnalian. Melainkan bahwa.
setiap orang, entah siapapun dia, selalu di-
perlakukan menurut hukum yang berlaku.
Setiap orang yang karena kedudukan, fung-
si, atau kelakuannya memenuhi ‘deskipsi
yang dimaksud dalam suatu norma hukum
akan diperlakukan ‘menurut norma hakum
itu. ‘Kalau ada“kekecualian, maka® keke:
cualian “itu sendiri harus termuat dalam
ataran hukum yang bersangku[dn sehmgga
berlaky umum bagi yang dimaksud. Jadi di
hadapan hukum semua orang sama dera-
jatnya.” Semua orang berhak atas perlin-
dungan hukum dan tidak ada yang kebal
terhadap hukum. Inilah yang dimaksndkan
dengan keadilan prosedural, vaitu kesama-
an hukum atan kesamaan kedudukan 'di
hadapan undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan Ke-
adilan substaniif adalah isi hukum harus
adil. Yang dipersoalkan di sini bukan per-

3, rn's O & AT - WY SDREIE
i Srmsietbmrrrinm;

3%, Tasrif, "Hak-hak Asasi Warga MNegam Di-
_ tinjau dad  Sudut UUD 1945 dan  Perundang-
wndangan”, Hukum dan Keadilen, V11, no. 8 {Juli-
Agustus 1979): 6-20. -

1945 - Tap MPR - Undang—und&ng Kaitan Norma
Hokum Ketiganya”, dalam Himpunan Laporan Hasil
Pengiajion Bidang Hukum Tata Negara Tahun 19807
B1-1981182 (Jakarta: BPHN, 1934), 207-208.
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terperinci perumusan hukum makm kaku
hukum itz dap makin sempit ruang. ke-
‘bebasan hakim upmk memperhatikan pel-
bagai_ fak{or subyekﬂf Dengan. demlkxan
:mungkm saja. bahwa_suatu_kepumsan se-
suai dengan nOIMAa-norma_ hukum tetapz
tidak sesuai dengan keadilan menurat
pandangan masyarakat. Di lain pihak,
‘2pabila_ hakia terlaly banyak chben kebe-
basan, akan ‘terbuka peluang bag1 segala
macam penyeiewengan sedangkan penye-
_lesaxan suatu ‘kasus hukum menuntuz mutu
profesional dan integritas pribadi hakim
dan gidak lagi . tergamung dari” peraturan
Tukurn, Begzm ‘pula, ‘agar hukum sesual

‘selalu membumhkan 1nlerpreta31 dan vt

kum harusnya 1erus menems dise '
3dengan 'perubahawpembahan dalam m:

- Jain mensyaratkan er
‘dengan norm

:keiega'ngan ﬁntar'a' kep'asuan hukﬁm dan

keadilan _su_bstanuf tidak selumhnya dapatf

nnggl Dengan perkataan lain, hukum ak
perlu menghadapi titik kebekuannya dan

'pmdensx dalam penerapannya dem: Mem!
nuhx tuntutan keadﬂan daIam masyarak

Persoalan seian_;umya adalah bagalmana
dengan bobot kepastian, hukam dan ke-
adiian Kita. sekarang ini? Ternyata meskx—
pun banyalc produk huicum yang. d;buat
namun cu_knp banyak yang tidak bisa
dilaksanakan atau kalaupun dilaksanakan
sangai lergantung pada penafsiran pengua-
sa .dan . karena itu -pula sering kali meng-
abdikan - perasaan - keadilan " rakvat.Ada
beberapa  fakior penvebabnya, Perramia,
karena mutlaknya “peraturan pelaksanaan™
pacia bampir semua produk hukum  kiia,

dengan peraspan keadilan masyarakat, hu-

«12iikutip ‘dari Franz Magniz Susene, op.cit., 82,

:::;nmggd R LEL T et G LT y@!:ﬁ(hdﬂddi
maka produk hukum itu tamat nwaya&nya
dan  fungsinya berhenti sebagai bahan
diskusi. Celakanya  banyak. . kemacemn
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hakum = kita - terjadi- ~karena:: peramiran
pelaksanaan ‘yang'-tidak -pernah. dibuat.®
_Dalambidang ‘Hukum - Agraria misalnya,
kalau:iperhitungan  Prof. Parlindungan : be-
nar, paling sedikit:ada 30.peraturan tingkat
undang-undang yang masih “terhutang”
demi ks;iaHQz%ran_peiakﬁana_an ;UUPA-_?_’. :

hukum dak akrab de-
alifa sosial,” _sehmgga sulit dnerap—
kan dan berakibdt terhadap meloromya wi-
a hulam i sendm Dzantaranya ba—
nyak _keputusan pengadilan seperu kepu-
tisan’ Mahkamah Agung yang udak “di-
terima ‘masyarakat karena tidak sesua;
dengan"perasaan keadlian rakyat Di Mang-
i i__-N’IT misalnya kasus’ tanah aniara
DimponguNggawu{ dan antara Taga-Mena
hmgga kini sulit. dxeksekusz bahkan kasus
Tenda~Kumba justru melahirkan masalah
baru  berupa. penikaman terhadap' Ketua
?engadﬂan Negen Ruteng pada _bulan
April 1991 setelah yang bersangkutan
membacakan putusan kasasi Mahkamah
Agung 38 Ketiga, karena ka:dah~ka1dah hu-
kum yang kabur atau terlalu umum, se-
hmgga penaf31ra.nnya sangat terganmng
pada selera - penguasa. Contoh yang Jeias
mengenai hal ini ‘adalah dalih “demi ke-
pentingan ymum” dalam Hukum Agraria
alau perumusan tindak pidana subversif
daiam ‘UU No.- 11/PNPS/1963 yang me-
mungkmkan semua jenis kejahatan dapat
dimasukka_n ke dalamnya.® Norma sema-
cam ﬁu dengan mudah mcimdas perasaan

: :-35T. Mulya Lubis, op.cit,, 117, -

37 Made Sandy, “Catatan Singkat tentang Ham-
batan-hambatan Pelaksanaan YJUPA”, Analisis C'SIS
XX, no. 2 (Maret-April, 1591), 148,

"HDIAN, 13 September 1991 dan Kompas, 4
Oktober 1691, '

‘dilaksanakan dengan pasti,

' ANALISIS CSIS. 199155

keadllan dan hanya enjunjung kepenting:
an-yang kuat dan yang berkuasa. ‘Berbon-
dong-bondongnya rakyat mengadukan per-
masalahan tanah kepada DPRD, DPR atan
Pemerintah - Pusat merupakan salah . satu
conich ’netapa keadxlan itu sermg kah dl-
abaikan ;. e

?énﬁmp: i

Negara hukum Repubixk Tndonesia | se-
suau _dengan penegasan konstuus; UUD
1945 menghendak; ‘suprernasi hukum
Yaitu bahwa’ hukum harus menjadl peng-
arah - perkembangan pada berbagal b1dang
keh:dupan masyarakat, bangsa dan negara,
disamping menggalang suatn keadaan yang
tertib. Akan tetapi perkembangan hukum
Kita selama ini ternyaia sangat tergamung
pada faktor-faktor lain di luarnya ‘dan
dalam hal ini ‘adalah perkembangan polmk
Akibatniya bahwa tempat hukum di dalam
negara RI selalu merupakan subordinasi
dari politik dan karenanya hukum sedikit
banyak selalu merupaka,n alat politik. Ini-
lah hal pertama yang membatasi kemam-
puan hukum kita. Dengan demikian, tam-
pak, _]eias bahwa penyelenggaraan hukum
kita masih pada ‘tahap elementer, yaitu
untuk menggalang suvatu keadaan  tertib,
Pada tahap ini pembangunan hukum lebih

‘menitikberatkan pada format formalnya
. dan kurang membenkan perhatian kepada

segi kualitasnya.

Hal kedua yang membatasi kemampuan
hukum kita adalah problematik yang tim-
bul dari kepastian hukum dan keadilan.
Fungsi hukum secara hakiki harus pasti
dan adil. Hanya karena bersifat adil dan
hukum dapat
menjalankan fungsinya. Berkaitan dengan

391'Made Sandy, dp cit., 152, Lihat juga Kons
Kleden dan Imam Waluyo (ed), Percakapan tentang
Undong-undang Subversi dan Hel-hak Asesi Mcmusm
(Jakarta: Leppenas, 1981).

lat- pertamE Al AEs, emyata sebagal pet-
kembangan logis dari hukum scbagai in-
strumen politik, kepastian hukem dan ke-
adilan yang seharusnya mencirikan hukum




.. sanaan”,

. Celzkanya, saat ini semakin banyak
~ keputusan . penguasa yang  tidak ‘berdasar -

| BATASBATAS ?_KEMAMPUAN .H.UKU.M

S telah dlbl&i’kaﬂ mengambang Oleh karena o
S pefaksanaan kedua ‘hal itn, hampzr secara’

- mutlak: tergamung pada “peraturan’ pe}ak—_ o
i ‘yang hingga klm sejumiah besar - R
L .peraturan tersebui - belum sempat dlbuat R

. 'dengan. berbagm dlasan, sed: '

- dibuat pun sering
-gitu kabur sehmgga sangat terg i
“tkearifan penguasa dalam menafs;

pada ‘perasaan keadilan ‘dalam masyarakat

_sehingga-tidak mengherankan apabila mum-

cul berbagai bentuk protes dan penolakan,
 Semua itn kini bermuara ‘menjadi krms
kew1bawaan hukum,

Umuk 'mengatasi krisis -tersebut harus
dimulai dan akar persoalannya dan .sekali-
gus_per u_'dlbangun s1s£em”hukum sesnai
dengan cita Negara Hukum_ RI. Pcrtamau
tama, harus meniadakan kondis '_.yang me-
nempatkan hukum '"sekedar 'subordmasx
dari po]mk Daiam hal® ini hukum mem-
butuhkan ‘ otonomi untuk dapat menjalan—
kan fungSI dan peker_]aannya namun bukan
0[‘.01’101?!11 yang penuh atan mutlak Sebab

':hu}cum suatu bangsa senannasa merupakan _
' bagian 4 dan proses sosml yang melmgkupx-.

karena hukum dxbangun secara esensia
“untuk - mewujudkan cita Negara I—Iukum

1itik. ‘Esensi hukum itu pada hakikatnya -
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ndak Jagi sekedar menjadi insirumen Do~

mencakup keadilan, kepastian hukum dan -
kegunaannya dalam masyarakat. Dengan .
demikian antara hukum dan masyarakat -
akan berlangsung suatu jalinan pertukaran -
vang sangat kual. Hukum tanggap lerhadap
perasaan keadilan dalam masyarakat. yang -
dijamin secara pasti, baik dalam tatanan
normatifsya maupun dalam pelaksanaan-

nya. Dalam hal ini hukum benar-benar

merupakan fung31 darl proses sosial vang
sedang. bcriangsung dalam masyarakat :
Klranya berbagzu permasalahan inl periu_
menjadi perhanan bangsa Indonesm daiam

pemba.ngunan Jangka panjang {ahap kedua






